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A. Latar Belakang

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan
kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk
biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem
fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,
pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan
kontrasepsi, untuk manusia.* Di indonesia pada akhir-akhir ini banyak sekali
penyebaran obat farmasi yang tidak menggunakan izin dari BPOM atau dari
Kementerian Kesehatan bahwa tidak membolehkan mengedarkan obat-
obatan ditataran konsumen secara bebas, hal ini sangat membahayakan
konsumen yang menggunakan dan tidak mengetahuinya.

Obat farmasi yang tidak memiliki izin ini sering tidak layak yang
telah ditetapkan oleh BPOM atau Kementerian Kesehatan. Hal ini
dikarenakan karena biasanya obat tersebut mengandung bahan yang keras
bagi tubuh atau yang lainnnya. Salah satu kasus adalah peredaran pil PCC
(Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol) yang akhir-akhir ini lagi genting
menyebar di Indonesia. Seperti contoh di daerah kendari, seminggu lalu,
obat PCC kembali makan korban jiwa di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Korban adalah siswa SMA yang dikenal ramah.

! Pasal 1 angka 4 dan 8 Undang — Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



AR (16) menjadi korban ganasnya tablet PCC, hingga harus
merenggut nyawanya. Setelah kurang lebih sembilan hari menjalani rawat
inap di tiga rumah sakit berbeda, AR harus menghembuskan nafasnya pada
Kamis (21/9). AR tinggal di BTN 1 Anggoeya, Kelurahan Anggoeya,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Kabid Pemberantasan BNN Kota Kendari,
Rendi Iswandi, mengungkapkan keluarga korban menyampaikan sebelumnya
AR meminum sebanyak 6 butir tablet PCC yang dicampurkan dengan
minuman ale-ale.

"Keterangan keluarga mengatakan korban ini meminum PCC yang
sudah dicampur dengan minuman dengan logo ale-ale yang diberikan
temannya. Setelah meminum, korban merasa kepanasan dan tidak sadarkan
diri,” terangnya saat ditemui di Rumah Duka awalnya, pihak keluarga
membawa korban ke Rumah Sakit Abu nawas untuk mendapatkan perawatan,
namun pihak rumah sakit tidak mampu mengatasi, sehingga dirujuk ke
Rumah Sakit Bhayangkara, hasilnya tetap sama dan terakhir korban
menjalani perawatan di Rumah Sakit Bahteramas.?

Serta di Purwokerto, tim Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana
Narkotika bersama Polres Banyumas menggerebek pabrik pembuatan PCC di
Purwokerto, Jawa Tengah. Pabrik ini berada di sebuah ruko di Kecamatan
Purwokerto Utara. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita mesin
pembuat PCC hingga bahan baku pembuatnya. Tak hanya itu, ratusan ribu

butir pil PCC siap edar juga diamankan polisi.

2 Jefris Santama, “Korban Tewan Akibat Obat Pill PCC Di Kendari Bertambah”, dalam
https://news.detik.com/berita/d-3654357/korban-tewas-akibat-obat-pcc-di-kendari-bertambah,
diakses pada 25 september 2017


https://news.detik.com/berita/d-3654357/korban-tewas-akibat-obat-pcc-di-kendari-bertambah

"Tim Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Narkotika bersama
tim Polres. Kita telah melakukan pengungkapan tehadap pabrik yang ada di
Purwokerto ini," kata Wadir Tipid Narkoba Bareskrim Mabes Polsi Kombes
Jhon Turman Panjaitan di lokasi yang terletak di Jalan Raya Baturraden,
Kelurahan Pabuaran.®

Menurut Mufti Djusnir seorang Ahli Kimia Farmasi dari BNN
menjelaskan bahwa pil PCC merupakan tablet yang mengandung zat aktif
Carisoprodol, dimana zat tersebut memiliki efek samping kehilangan
keseimbangan, sakit kepala yang berlebih sampai denyut jantungnya tidak
stabil, kejang-kejang, pingsan dan tewas.*

Cara penanganan atau penindakan tehadap seseorang jika
melakukan peredaran obat obat farmasi tanpa izin dari BPOM/Kementerian
Kesehatan, jika dilihat melihat dari sudut pandang KUHP ini termasuk dalam
tindak pidana, jadi pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi
tindak pidananya lebih ke arah pelanggaran. Penegakan hukum dapat
dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan
kesalahan apa yang telah dilakukannya. Kata setimpal dengan kesalahannya
merupakan suatu pelajaran aparatur penegak hukum baik pada perumusan
pembentukan  hukum itu  sendiri maupun penegakannya atau

penerapannya. Setimpal dengan kesalahannya mengandung makna selain

3 Arbi Anugrah, “Polisi Gerebek Pabrik Pil PCC Di Purwokerto”, https://news.detik.com/berita-
jawa-tengah/d-3649853/polisi-gerebek-pabrik-pil-pcc-di-purwokerto, diakses pada tanggal 25
September 2017.

* Fahmy Fotaleno, “Ini Penjelasan Ahli Kimia Farmasi BNN Terkait Pil PCC”, dalam
https://news.okezone.com/read/2017/09/14/337/1776212/ini-penjelasan-ahli-kimia-farmasi-bnn-
terkait-pil-pcc, diakses pada tanggal 25 September 2017.


https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3649853/polisi-gerebek-pabrik-pil-pcc-di-purwokerto
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3649853/polisi-gerebek-pabrik-pil-pcc-di-purwokerto
https://news.okezone.com/read/2017/09/14/337/1776212/ini-penjelasan-ahli-kimia-farmasi-bnn-terkait-pil-pcc
https://news.okezone.com/read/2017/09/14/337/1776212/ini-penjelasan-ahli-kimia-farmasi-bnn-terkait-pil-pcc

keadilan, juga mengandung makna kebenaran. Kebenaran akan dapat
diamalkan aparat penegak hukum dengan pemahaman yang seksama tentang
persepsi-persepsi hukum, baik dari hukum pidana maupun berasalkan dari
yurisprudensi-yurisprudensi.®

Hukum sebagai suatu aturan yang diderivasi (diturunkan) dari
norma-norma Yyang berkembang di masyarakat. Pada dasarnya hukum
merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan
antara anggota komunitas. Sebagaimana hadirnya, hukum dimaksudkan
untuk mengatur hubungan-hubungan manusia. Oleh karena itu, sifat hukum
tidak konstan, tidak tetap, dan tidak given. Aturan hukum tertentu bisa jadi
cocok dengan masyarakat tertentu, tapi tidak relevan dengan masyarakat
lainnya. Artinya hukum bukanlah sesuatu yang bebas ruang dan waktu.
Karena itu relativitas menjadi suatu keniscayaan dalam memandang dan
memaknai hukum.®

Hukum merupakan alat pengatur tata tertib dan sebagai hubungan
masyarakat, hukum sebagai norma kehidupan (levensvoorshriften).
Manusia adalah masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan
mana yang buruk, dan hukum memberi petunjuk apa yang harus diperbuat
dan apa yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan
teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum itu mempunyai sifat
dan watak yang mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri

memerintah dan melarang. Begitu pula dengan hukum dapat memaksa

> Hasanuddin AF, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2004),

165.

® Ibid.,1.



agar hukum dapat berjalan atau ditaati oleh semua anggota masyarakat.
Hukum mempunyai ciri memerintah atau melarang, mempunyai daya
paksa, dan daya menikat fisik maupun psikologis. Karena mempunyai ciri
dan sifat daya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan
inilah yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.’

Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan
oleh manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia melakukan perbuatan
jahat, baik tehadap diri sendiri maupun tehadap orang lain. Tingkah laku
jahat itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria,
dapat pula pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia. Kejahatan ini
mempunyai ancaman dapat dikenai berupa hukuman denda, hukuman
penjara, hukuman mati, dan kadangkala hukumannya masih ditambah
dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, serta pengumuman
hakim.

Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari
bahwa dapat dipidana karena Undang-Undangmenyebutkan sebagai delik,
jadi karena Undang-Undangmengancamnnya dengan pidana.® Pelangaran
ini ancaman hukumannya berupa denda atau hukuman kurungan. Di dalam
KUHP pelaku yang mengedarkan obat pil PCC (Paracetamol, Caffeine dan
Carisoprodol) dapat di jatuhi hukuman penjara yang terdapat dalam pasal
106 ayat (1) sampai (3) Undang-UndangNo. 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan yang berbunyi:

7 Soeroso, Pengantar llmu Hukum, (Bandung : Sinar Grafika, 1992), 54.
8 Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 64
-65.



(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah
mendapat izin edar.

(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus
memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak
menyesatkan.

(3) Pemerintah berwenang mencabuti izin edar dan memerintahkan
penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah
memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi
persyaratan mutu dan/atau kemanfaan, dapat disita dan dimusnahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Dan pelaku dihukum pada pasal 197 Undang-UndangNo. 36
tentang Kesehatan yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan
yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah)”.

Menurut pasal diatas pelaku dikenai hukuman maksimal penjara
lima belas tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- , karena dampak
yang diakibatkan oleh pengedar dan penjual pil PCC sangatlah besar serta
merugikan banyak pihak. Didalam hukum pidana Islam pelaku dikenai

hukuman hudud.



Pada zaman klasik, cara mengonsumsi hal-hal yang memabukkan
ada yang diolah dalam bentuk minuman sehingga paara pelakunya disebut
peminum. Pada zaman modern, benda yang memabukkan dapat dikemas
menjadi aneka kemasan berupa benda padat, cair, maupun gas, bahkan ada
yang dikemas dalam bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk,
sesuai dengan kepentingan.®

Syariat Islam mengharamkan khamar sejak 14 abad yang lalu, hal
ini berkaitan dengan penghargaan Islam tehadap akal manusia yang
merupkan anugrah dari Allah, dan harus dipelihara sebaik-baiknya. Pada
masa kini golongan umat non muslim mulai menyadari akan manfaat
diharamkannya khamar setelah terbukti bahwa khamar dan sebagainya
(penyalah oabat-obatan terlarang) membawa madharat atau efek buruk bagi
pengkonsumsi dan lingkungannya.°

Jumhur ulama’ tidak membedakan antara meminum khamar dan
mengkonsumsi meminum keras lainnya. Mereka mengatakan, setiap
minuman yang jika banyak bisa memabukkan, maka meskipun sedikit tetap
haram , dan itu adalah khamar, hukumnya sama seperti minuman keras yang
terbuat dari air anggur dalam hal pengharamannya dan keharusan
peminumnya untu dikenai hukam had.*!

Nabi Muhammad SAW bersabda:

® Allie Yafie, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT Kharisma IImu, t.t.), 59.
10 1hid.,59.
Y1bid.,61-63.
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“dari Ibnu ‘Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘‘telah

dilaknat khamar atas sepuluh hal: 1. Khamar itu sendiri, 2. Pemerasnya, 3.

Yang minta diperaskan, 4. Penjualnya, 5.pembelinya, 6. Pengantarnya, 7.

Pemesannya, 8. Yang memakan harganya, 9. Peminumnya, dan 10. Yang
menuangkannya”. (HR. Ibnu Majah juz 2, hal 1121, no. 3380)"".

Berdasarkan uraian diatas, penulis perlu melakukan kajian yang
spesifik membahas permasalahan pandangan hukum Islam tehadap sanksi
bagi pelaku penjual dan pengedar pil PCC dilihat dalam Undang-
UndangNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Permasalahan penyalahgunaan pil PCC ini menurut peneliti sangat
menarik karena meskipun telah terdapat aturan hukum dan sanksi yang jelas,
namun pada kenyataanya penyalahgunaan pil PCC ini masih tetap marak
keberadaanya.

Perlu diketahui pada mulanya pil PCC ini bukan tergolong
narkotika, bahkan pil ini pada awalnya memang diproduksi sebagai fungsi
salah satu obat yang digunakan untuk penenang, pelemas otot, maupun obat
jantung, sehingga banyak rumah sakit-rumah sakit yng menggunakan obat ini
untu salah satu obat penenang. Carisoprodol salah satu kandungan yang

terdapat pada pil PCC inilah yang paling keras. Badan Narkotika Nasional

(BNN) menyatakan obat jenis PCC yang dikonsumsi sejumlah anak-anak di



Kendari, Sulawesi Tenggara, masuk kategori obat-obatan keras. Dari itu,
peredarannya tidak boleh sembarangan dan dibatasi.*?

Dikutip dari jurnal Annals of the New York Academy of Sciences,
Carisoprodol sendiri awalnya dikembangkan oleh Dr Frank M. Berger di
laboratorium Wallace pada tahun 1959 untuk menggantikan obat
meprobamate. Harapannya Carisoprodol dapat memiliki efek menenangkan
yang lebih baik dan lebih sulit untuk disalahgunakan daripada pendahulunya.
Karisoprodol tidak hanya memiliki efek kepada sistem saraf pusat, tapi juga
menunjukkan properti analgesik yang tidak biasa.™®

Dari situ munculah obat PCP di pasaran dengan target utamanya
adalah untuk meredakan nyeri pinggang. Kandungannya mujarab untuk
meredakan rasa nyeri dan mengembalikan mobilitas otot-otot yang kaku.
Hingga pada tahun 1976 baru muncul laporan adanya kasus overdosis karena
obat PCP. Peneliti pada saat itu melihat kemungkinan overdosis hormon
serotonin di otak akibat karisoprodol.Sejak saat itu berbagai lembaga
pengawas obat dan makanan di seluruh dunia membatasi pemasaran obat
PCP. Di Indonesia sendiri Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
telah mencabut izin edar semua obat yang mengandung Carisoprodol sejak

tahun 2013.14

12 Whisnu Mardiasyah, “BNN Sebut PCC Berkategori Obat Keras”, dalam
http://news.metrotvnews.com/peristiwa/Ok8jAILN-bnn-sebut-pcc-berkategori-obat-keras, diakses
pada 27 Oktober 2017.

13 Firdaus Anwar, “Asal Usul Obat PCC, Obat Nyeri Yang Kerap Disalahgunakan”, dalam
https://health.detik.com/read/2017/09/16/085656/3645582/763/asal -usul-obat-pcc-obat-nyeri-
yang-kerap-disalahgunakan, diakses pada 01 Oktober 2017.

1% 1bid.


http://news.metrotvnews.com/peristiwa/0k8jAlLN-bnn-sebut-pcc-berkategori-obat-keras
https://health.detik.com/read/2017/09/16/085656/3645582/763/asal-usul-obat-pcc-obat-nyeri-yang-kerap-disalahgunakan
https://health.detik.com/read/2017/09/16/085656/3645582/763/asal-usul-obat-pcc-obat-nyeri-yang-kerap-disalahgunakan
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Dengan melihat banyak sekali dampak buruk yang dikarenakan
penyalahgunaan pill PCC, bahkan dampaknya lebih besar dari pada efek
terapi, maka pada tahun 2013 seluruh obat-obatan yang mengandung
Carisoprodol termasuk Somadryl dicabut izin edarnya.®

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menjadikan suatu
permasalahan ini menjadi suatu kajian ilmiah untuk diteliti dan dikaji lebih
dalam lagi. Dengan mengangkatnya sebagai sebuah kajian ilmiah dengan
judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tehadap Sanksi Pidana Bagi Penjual
Dan Pengedar Pil PCC (Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol) Menurut

Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

B. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang masalah diatas maka masalah yang muncul
dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Maraknya pengedaran pil PCC
2. Sanksi pidana tehadap penjual dan pengedar pil PCC (Paracetamol,
Caffeine dan Carisoprodol) menurut Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Sanksi dalam hukum pidana Islam tehadap pelaku penjual dan

pengedar pill PCC (Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol).

15 Admin, “Penjelasan Badan POM RI Tentang Penyalahgunaan Obat Jenis PCC”, dalam
http://mww.pom.go.id/new/view/more/Klarifikasi/6 1/PENJELASAN-BADAN-POM-RI-
TENTANG-PENYALAHGUNAAN-OBAT-JENIS-PCC.html, diakses pada 29 Oktober 2017


http://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/61/PENJELASAN-BADAN-POM-RI-TENTANG-PENYALAHGUNAAN-OBAT-JENIS-PCC.html
http://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/61/PENJELASAN-BADAN-POM-RI-TENTANG-PENYALAHGUNAAN-OBAT-JENIS-PCC.html
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4. Tinjauan hukum pidana Islam tehadap sanksi bagi penjual dan

pengedar pil PCC (Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol).

C. Batasan Masalah
Mengingat banyaknya masalah yan menjadi obyek penelitian ini,
sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana tehadap penjual dan pengedar pil PCC (Paracetamol,
Caffeine dan Carisoprodol) menurut Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Tinjauan hukum pidana Islam tehadap sanksi pidana bagi penjual dan
pengedar pil PCC (Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol) menurut

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

D. Rumusan Masalah
Dari pemaparan latar belang dan identifikasi masalah di atas, maka
rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana analisis sanksi pidana tehadap penjual dan pengedar pil
PCC (Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol) menurut Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tehadap sanksi pidana bagi

penjual dan pengedar pil PCC (Paracetamol, Caffeine dan
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Carisoprodol) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan ?

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang relevan ini pada intinya adalah untuk
mendapatkan gambaran hubungan topik sejenis yang akan diteliti penulis
yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada
pengulangan. Dalam penelusuran awal, sampal saat ini penulis menemukan
penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilkukan
penulis, diantaranya yaitu penelitian

Farid Fauzi, dalam skripsinya yang berjudul “sanksi tindak pidana
penyelah gunaan narkotika dalm Undang — Undang No. 35 tahun 2009 di
tinjau dari hukum Islam”, menjelaskan bagaimana ketentuan sansi tindak
pidana narkotika menurut Undang — Undang No. 35 Tahun 2009.

Yang kedua Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa
Izin Edar Menurut Undang-UndangNo.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(Studi Putusan No0.1902/Pid. B/2004/PN. Medan) yang ditulis oleh Leo
Bastanta Barus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
2010. Dia menjelaskan mengenai maraknya beredar obat tanpa izin
edar dalam masyarakat sangat memperihatikan Kkita sebagai anggota

masyarakat. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum

16 Farid Fauzi, “Sanksi tindak pidana penyalah gunaan narkotka dalam Undang Undang No. 35
Tahun 2009 di tinjau dari hukum islam”(Skripsi--~Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2015).
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masih sangat rendah sehingga cendrung melakukan tindak pidana termasuk
mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.’

Namun yang menjadi pembeda antar penilitian terdahulu dengan
penelitian yang penulis angkat adalah terletak pada obyeknya. Obyek yang
dikaji oleh Farid Fauzi adalah masalah sanksi pidana dan penyalahgunaan
narkotika sedangkan yang penulis angkat obyeknya adalah pil PCC dimana
pil PCC ini bukan tergolong narkotika. Dan pembeda dari peneiltian Leo
Bastanta dengan penulis, Penulis lebih fokus pada sanksi yang akan
dikenakan oleh penjual dan pengedar pil PCC dikaji dalam hukum

Islamnya.

F. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui sanksi hukuman bagi pelaku penjual dan pengedar pil
PCC menurut Undang — Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum pidana Islam tehadap sanksi hukuman
bagi pelaku penjual dan pengedar pil PCC menurut Undang-Undang No.

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

G. Kegunaan Penelitian

17 Leo Bastanata Barus, “Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut
Undang-Undang No0.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan  No0.1902/Pid.
B/2004/PN. Medan)” (Skripsi — Universitas Sumatra Utara, Medan, 2010).
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Sementara itu kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Manfaat secara teoritis

a. penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum
pidana Islam terkait dengan Tinjauan hukum pidana tehadap sanksi
bagi pelaku penjual dan pengedar pil PCC menurt Undang — Undang
No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis
serta menjadi literatur hukum pidana Islam atau hukum positif
mengenai analisis hukum pidana Islam tehadap hukuman sanksi
penjual da pengedar pil PCC menurt Undang — Undang No. 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan.

2. Manfaat secara praktis

a. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan anggota legislatif dan
eksekutif, dalam membuat sanksi bagi pelaku pejual dan pengedar pil
PCC yang baik dan menjadi kemaslahatan orang banyak.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran,

baik bagi para praktisi maupun masyarakat umum.

H. Definisi Operasional
Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis
bahas, maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional sebagai

berikut:
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1. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Syariat yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi
setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat,
yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada
pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya
pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah
dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.*®
Pada sumber lain hukum pidana Islam yang merupakan terjemahan dari
figih jinayah dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan dapat mengakibatkan hukuman
had, atau takzir. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan peruatan-
perbuatan yang dilarang oleh syara’dan dapat menimbulkan hukuman
had, bukan takzir.°

2. Obat PCC adalah merupakan obat yang mempunyai kandungan bahan
aktif generik yang terdiri Paracetamol atau acetaminofen + caffeine +
Carisoprodol. Dimana pengertian dari bahan — bahan tersebut adalah
sebagai beikut :

a. Paracetamol obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan demam.

Namun, Paracetamol mempunyai kerja yang lebih kuat pada kondisi

18 Zainuddin Ali, Hukum Pidana islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 1.
19 A, Djazuli, Figih Jinayah,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997) , 2.
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demam dibandingkan dengan nyeri. Sehingga obat ini dikenal sebagai
analgesik lemah.?

b. Caffeine adalah salah satu jenis alkaloid derivat xantin yang
mengandung gugus metil serta sering digunakan mengembalikan
kewaspadaan mental dan pasien lelah.?:

c. Carisoprodol adalah obat obat pelemas otot yang bekerja secara
sentral dan digunakan untuk mengatasi nyeri otot, seperti nyeri
punggung bawah, atau nyeri akibat cedera otot.?? Kadungan obat
disinilah yang terdapat kandungan baan aktif generik yang paling
keras, oleh karena itu pemakaian dosisnya harus dengan takaran atau
resep dari dokter.

Perbedaan pil PCC dengan narkotika. Pil PCC adalah obat yang
mempunyai kandungan bahan aktif generik yang terdiri Paracetamol atau
acetaminofen + caffeine + Carisoprodol. Sedangkan narkotika adalah zat atau
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan.?®> Dari pengertian tersebut dapat dilihat
perbedaan yang paling menonjol adalah terletak pada sifat
ketergantungannya, pil PCC yang ada dalam pembahasan ini tidak

menyebabkan keterhantungan, sedangkan narkotika sebagai mana yang

20 Admin, dalam “https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/580/Penyalahgunaan-Obat-Jenis-
PCC-Paracetamol-Caffein-dan-Carisoprodol.html” diakses pada 19 september 2017.

2L 1bid.

22 1bid.

23 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.


https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/580/Penyalahgunaan-Obat-Jenis-PCC-Paracetamol-Caffein-dan-Carisoprodol.html
https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/580/Penyalahgunaan-Obat-Jenis-PCC-Paracetamol-Caffein-dan-Carisoprodol.html
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terpapar dalam Undang-undang menjelaskan bahwa dapat menyebabkan

ketergantungan.

I. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam
penelitian yang akan dilakukan.?*dalam hal ini meliputi:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library
research), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari
buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan
objek penelitian.
2. Pendekatan Penelitian
Metode yang digunakan adalah pendekatan doktrinal atau
pendekatan peraturan perUndang-undangan, yaitu penelitian untuk
menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum, maka dalam penelitian
ini penulis mencoba memahami tentang sanksi hukuman tehadap pelaku
penjual dan pengedar pil PCC menurut Undang — Undang No. 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan
sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam

penyusunan penelitian ini dilakukan langkah-langkah data sebagai berikut:

24 Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 17.
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a. Bahan Hukum Primer
Bahan primer dalam penulisan ini yaitu menggunakan bahan
yang diambil dari hukum positif Indonesia yang diambil dari Undang
— Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
b. Bahan Hukum Sekunder
Adapun bahan sekunder adalah bahan yang diambil dari buku-
buku literatur yang berhubungan dengan tema judul yang diangkat
penulis, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi
bagi pelaku penjual dan pengedar pil PCC.
1. Alie Yafie. Tanpa Tahun. Ensiklopeda Hukum Pidana Islam.
Bogor: PT Kharisma IImu.
2. Ahmad Mawardi Muslich. 2006. Pengantar dan AsasHukum
Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
3. Djazuli. 1997. Figih Jinayah. Jakarta: Raja Grafndo Persada.
4. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah penyusun
kualitatif. Setelah data — data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan
metode deduktif, yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian
ditarik kepada yang bersifat khusus.
Dalam hal ini setelah penyusun mendapakan data — data dan
gambaran yang cukup jelas mengenai sanksi bagi pelaku penegdar dan
pejual pil PCC menurut Undang — Undang No. 36 Tentang Kesehatan.

Kemudian di tarik dlam hukum pidana Islam dan sebuah kesimpulan.
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Apakah sanksi penjual dan pengedar pil PCC tersebut sesuai dengan
hukum normatif dan/atau yuridis, atau menyimpangdarinya. Adapun
hukum normatif yang digunakan untuk menganalisa adalah konsep

hukum Islam.

5. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pembahasan studi ini dan dapat dipahami
permasalahannya secara sistematis dan lebuh terarah, maka pembahasannya
dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab, sehingga
tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika
pembahsannya dibagi sebagai berikut:

BAB I:  Pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah,
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

BAB II:  Kajian Teori yang memuat uraian tentang jarimah minuman
keras, pengertian dan jenis obat, pengertian hukum pidana positif
dan hukum pidana Islam, serta macam-macamnya.

BAB Ill:  Pembahasan yang berisi tentang pengertian pil PCC, sistem
peredaran pil PCC, dampak penggunaan pil PCC dan pelarangan
pil PCC serta sanksi penjual dan pengedar pil PCC menurut

Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



BAB IV:

BAB V:
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Analisis tehadap sanksi penjual dan pengedar pil PCC menurut
Undang — Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta
analisis dari hukum pidana Islam tehadap sanksi bagi penjual dan
pengedar pil PCC.

Penutup, yakni kesimpulan dan saran.



